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K{)NSE{&“ HAM é}}‘éN PERKEM« _

) BANGANN‘%’A

K esadaran manusia terhadap HAM
: :berasal dari kemsvafannya terhadap harga
' dm har'{at dan martabat hemanuszaannya

' -merupékaﬁ hat vang baru

: _:;_e_h : Aswant_g_?"

Perdebatan mcnaenal hak: asasi manus;a- -

'(HAM) tiéak pernah selcsm ‘perdébaian
tersebut dimulai bf:berapa abad vang silam.
Seperti ‘dapat ‘dirunut ‘dart: tuhsamwil‘;an
‘Plato, Ausmzeles Cicéra. Rangkaxan
pcrdebatan ind memngka}\ mcngikun
perkembangan sejarah dunias sampax pada
perdebatan di seluruh duma separti Paranms
Irwgus Amerika fermasuk di Indonesia,

““Menurut awal:lahimnya konsep HAM,
sama dengan merunut Sejarah ‘peradaban
manusia. Sebab yang menjedi dasar ata cital
bakal HAM dewasa ini; dapat ditemukan
pada setiap kebudayaan dan pcradaban
aaama dan fradisi.

Se_;ak Nabi busa dibangkitkan unwuk
memerdekaken umat Yahudi dari perbudakan
di ‘Mesir, manusia telah menyadari
pentingnya penegakan hak-haknyva dalam
membela kemerdekaan, kebenaran dan
keadilan. Di Baylonia, terkenal hukum
Harnmurabi yang merupakan hukum untuk
menjamin keadilan bagi warga negaranya,
hukum Hammurabi vang sudzh dikenal 2000
tahun sebelum masa:hl merupakan jaminan

terhadap HAM,

* iDisampatkan pada “Kursus HAM™ oleh LBH
Ujung Pandang bekerjasama dengan Friedrich Ebert
Suftung (FES), di Makassar padatanggal 27 April 2001
**  Staf Pengajar HAM pada 32 [lmu Hukum PPS
Unhas
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**;HAM DAN PRINSIP EJNEVERSALESME
- RELATIVISME CULTURAL*

Selon 00" tahun mengelang. tahun
-Maseh1 di Athun mengaéakan

= pcmbaharua.n aengan menvusun pm;ndemg— o

undangan vang mcmbenxan perlmdnnazm_
N peradzlan Menganjurkan wa_rgancgarayarzg _
-d:p budak karena ]u.mis_}-.man aga,r_: :

'-'aJaran dcmokram l\emud_ n m°mhentuk
'nahkamah ‘keadilan yang d;sebutnya
.-Ma;felis’. rakya’t dinamak_an-

Flvsus Anzczu:, Justinian yamz menjach
Kaisar Romawi {527) dengan gagasannya
menmptakan pPratﬂran ‘hukum yang
keraudian menjadi-pela sistem hukurs
medem di Tepara Barat. Dasar hukum Jiis-
tinian bermula’dari jaminan bagi keadilan
HAM: Sejalan dengan itu Filosof Yunani
seperti Plato (428-348), Socrates (470-399)
meletakkan dasar bagi perlindungan dan
jaminan diakuinya HAM. Konsepnyva
mengan urkan masyarakat untuk melakukan
kontrol sosial kepada penguasa vang zalim
dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan
kebenaran Aristoteies (348 - 322)
mengajarkan balwa pemerintah harus
mendasarkan kekuasaannya pada kemauan
dan kehendak warganya.

Sejarah mencaiat bahwa tonggak
pertama bagi kemenangan HAM terjadi di
Inggris, pada 15 Juni 1215 lahir piagam
Magna Charta. Prinsip dasar plagam yang
dicetuskan bangsawan-bangsawan Inggris
antara lain memuat  periama kekuasaan Raja
harus dibatasi; kedua Ham lebih penting dari
kedaulatan raja. Tak seorangpun dari warga
negara merdeka dapat ditahan atau dirampas
harta- ‘Kekayaannya, diperkosa atau
diasingkan, atau dengan cara apapun diper-



- 'kosa hak-haknya, kecual; bcrr*asarkan_;g
pertimbangan hukum. Lahtmya piagam,

konsep HAM, schab pizgam tersebut
menjadikan hak-hak ferfentu, prinsipnya
menjadi diakui dan dijaminoleh pemerintah,
- Prapam. ierscbut . menjadi fambang
-muncuinya perlindungan HAM, kﬂrena la

menga;amm bahwa hukum dan Lmdzmm -

- undangJebih tmgax dari pa:ia kekuasaan raja
LB ?embanga‘z beniimnya Thomas
-Aqulno (121512745 mmyampmkan
alarannya, --bahw'z hukum dan undang-
.undang hanya ciapat dszat atas kehendak
rakyat, atau seorang raja yang mencerminkan

aspirasi.takyat. Jhon Locke (1632-1704) .

yang menggambarkan keadaan “status
naturalis”, dimana manusia tejah memikiki
halk-hak dasar secara perorangan; Dalam
keadaan bﬂrsama-sama, hidup lebih maju
sepcrt; disebut status sivilis, Locke
berpendapat bahwa manusia yang berkedu-
dukan sebagai warga negara iiu hak-hak
dasarnya. dilindungi. oleh .negara.
Ferkembangan selanjutnya adalah muncul
beberapa . teori.  tentang fundering
(pendasaran) kekuasaan negara, yang antara
lain dikemukakan oleh L1 Rousseau, bahwa
kekuasaaan negara itu timbulnya karena dan
berdasarkan atas spatu perssiujuan aiau
konirak antara selurub masyarakat untuk
membeniuk suaty pemerintaban, yvakni
scgolongan manusia yvang dikuasakan
menjalankan pemerintahan. Teori ini
terkenal dengan sebutan “kontrak sosial”
(1762) vang dianut di Eropa kemudian
sampai ke Amerika Serikat,
Konsep-konsep awal lainnya dalam
perkembangan sejarah HAM, seperti Ha-
beas Corpus Act tahun 1879 di Britania
Raya. Undang-undang ini merupakan
undang-undang yang lebih melindungi
kebebasan warga negara dan untuk
mencegah pemenjaragn yang sewenang-
wenang. Bill of rights {piagam hak-hak) Di
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. Britania Raya tahun 1689, adalah undang-
oo oundang vang menyatakan hal-hak dan
* Magnza Charta merupakan kemenangan bagi 7

kebebasan-ktbebasan warga negara dan
menentukan pergantian raja. Demi'x;;‘_s:jaﬂ'z

“Bill of rights {piagem hak-hak) Virginia,

Amerika Serikat vang disahikan pada Mhmn
1776, . i

Locke dan Rousseau be; pe"l"am; bﬁ‘i&!‘
bagi pergerakan kemerdekaan .r‘%_mﬁnka {ian
Revolusi Perancis. Kaum zaveiuw
I{ﬁda,a negara iersehut memecang.wguh

. ajaran, Locke dan Rousscau. Reyolusi

Amerika dengan Declaration of - ‘Indepen-
Jem:ﬂ (ianggdl 4 Jui; 1776) suacm dei{la:ass
kemerdekaan vang dmmum%&an ‘Secara
aklamasi oleh tiga. belas negara . ;J:.gl&ﬂ
merupakan pula Piagam HAM, "karena
mengandung pemyatazn: bahwa sesungguh-
aya semua bangsa diciptakan sama derajat
oleh-Maha Pencipta. Semua manusia
dianugrahi oleh penciptanya halc hidup,
kemerdekaan dan kebebasan. vnfuk
menikimari kebahagiaan. Pikiran Locke dan
Roussean kemudian berlanjut dengan
diterimanya Undang-Undaag  Dasar
Amerika Serikat pada tahun 1789, . .

- Pemikiran Locke dan Rousseau juga
berkembang di Perancis berkat kepeloporan
Lafayctie, yang ketika revolusi Amerika
meletus sedang berada di Amerika. Declara-
tion des drois de Phomme 2 du Citoyen
(pernyataan hak-hak asasi menusiz dan
warga negara) tahun 1789, kemudian fahun
1791 semua hak-hak manusia dicaniumkan
selurnhinya dalam konstitusi Perancis. Dee-
laration of independence di Amerika Serikat
tabran 1776, menjadikan Amerika sebagai
negara vang mendapat kehormatan pertama
dalar ssjarsh memberikan perlindungan dan
jaminan hak-hak asasi manusia-dalam
konstitusinya, kendatipun rakyat Perancis
tebih dabulu memperjuangkan konsepnya
yaity sejak masa J.J. Rousseau. Belgia
kemudian mengikuti jeiak ini pada tahun
1831, yang akhirnya setelah tahun 1848,




- diikuti oleh negara-pegam lain seperti Jamman
pada zahun 1918, Ausiralia d;m Leka tahl.n
]920 Rusm tahun 196:; : - :

residen Franklm D Roosevelt_
membenkan amamt aQ depan kmgrws
tentang é:mpat kebebaszm v aitu : _

. Kebebasan . untuk berb:cara dan
melahzrkan p]k]ran (frc:edam ofspe"ch an(i
expressmn)

2. chebasan mesmhh acama %ﬁ&iﬁl dengm
keyakl dan ep rcayaannya (freedom of
reiegmn) .
3. Kebebasan dan rasa takm (freedom
;rem fear), !

4. Kehebasan, dan kekuréngan dan

~ kelaparan (freedom from want). = s

.Kebebasan-kebebasan tcrschut
dimaksudkan sebagai kebalikan dari pada
kekejaman dan penindasan melawan fasisme
di bawah totalitarisme (Hitler) Jerman,
Jepang dan lialia, sekalighs merupakan hak/
kebebasan bagi umat manusia untuk
mencapai perdamaian dan kemerdekaan
yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini
pada hakekainya merupakan. tiang
penyanggah HAM yang, palmg pokok dan
mendasar. .,

. Piagam Perser;katan Banasa—Bangsa
(PBB) dan Statuta Mahkamah Internasional
sebagai bagian integral © The Fowr Freedom’™
tersebut yang disahkan pada tanggal 26 Juni
1945 di San Francisco. Dalam Charter of
the United Nation 1946 pasal 53 ditegaskan
bahwa United Nation (PRB) diperintahkan
untuk menganjurkan agar hak-hak asasi
manusia dan kebebasan-kebebasan dasamya
ditaati.

Setelah vsainya Perang dunia kedoa,
mulal tahun 1946, disusunizh rancangan
Piagam HAM oleh organisasi kerjasama
untuk sosial ekonomi PBE yang terdiri dari
18 anggota, Sidang periama dimulai bulan
Januari 1947 di bawah pimpinan Ny
Eleanor Roosevelt, dua tahun kemudian,
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tepamya tangeal 10 Desember 1942, Sidang

_ baik hasil keria
panma iefézebut kayua u berupa Univer- .
sal, Dectaraisoﬂ fo. Liumun Rxgnts_
(pﬁm yataan «edr_ma tentang hak hc—k asasi
mam.s;a}, yang terd ri dari 30 p:sal
Sekelipun secara Ente_masxonal HA?\A
telah dl_}amm Aamun sejareh mencatal mea _'
mdup dan manabat -nanusmteiah dlaoaxkaza_ '

dan d;lmgga.r qepan;anc sejmah dan etap

dzianggar sampai, seharang Namun__ _

demikian, cita-cita aken acianya pf*raturan :

yang berlaku untuk semua manusia tanpa

adanya dlsicnrhmasz sudal‘ ada sejak.
beberapa abad yang Tals, ssbagaimanayang -

diuraikan di atas. Hal tersebut sering gdisebui

hukum alam yang di dalamnya tercanturn
paham suats peraturan yang harus ada
dalam, saatu masyarakal, Asas persamaan
hak yang dianut dalam hukum alam sudah
lama dxtenma sebagal sumber dan Gkuran
dari hak-hak politik. Namun demilian dapat.
dikemukakan beberapa pembelaan dalam
membedakan antara hak manusia yang
berdasarkan anggapan yang salah bahwa
beberapa orang kurang pandai dibandingkan
yang laip atau bahkan lebih rendah
derajatnya menurut ilmu keturunan. Alasan
seperti ini dipakai uniuk membenarkan
perbudakan sebelum abad kesembilan belas
dan untuk membenarkan diskriminasi
terhadap wanita (sexim) maupun terhadap
bangsa karena perbedaan warna kulitnya
(racims), sepanjang sejarah dan sampai
sekarang,

Prinsip persamaan hok uatuk semus
umat manusia, vang menjadi dasar HAM
dewasa ini, sebenamyz dapat ditemukan
pada setiap kebudayaan dan peradaban,
agama dan tradisi. Salah satu dari tradisi
tersebut adalah hukum alam. Hal ini sejalan
dengan konsep hak asasi manusia dari sudut
pandangan Bangsa Indonesia, HAM bagi
tangsa Indonesia telah berurmt berskar dalam

Umum PBE: yam dxcelezzgaarak:m dilstana - -



berbagas a_jafzm agmna daz] budaya yang'
hldup dn Indonesia, seperti’ halnya dengan:
-budaya'yzmg ada dan h[dup di masyarakat-

sspa}ratau {balmg menghargal ‘atan

.mmempatkan manusia dalam hakekat

kemanusxaannya) dalam budaya Sulawcsz_

Selatan. Menurut paham budaya Sulawesi

Se:iatan sesungguhnya HAM filsudai ada’
. SE:_]B.!& manusia iy dxkafiratkan lahir kedonia;
. dengan demikian budaya Sulawesi Selatan.
_ mc;ngakseptasx paham umversama.s Lentaag'

HAM. I)a}a.m pandaagan budaya Suiawestf.

pam dm' manusaa sejak 2 Iahn” Kedunia,
Dangap demﬂuzm, budaya Su awest Scia?an'
memandang bahwa HAM buhan Sabien_sn'

(tmsur tambahan) vangdilekatkan pada diri
manusia, dan zeiailgus bukan’ mempzﬁ\an
hal bany bagi masvara}cat p{:ndt.ktmu budaya
Sulawc 1 aelatan .

iL zIM‘J%:RSAE..BA‘% “%?MTWESWW
CULTURALL '_ '

Kensep~mnsep awai tentang HAM
xang tercatat sebagal mekamsme Tokal
sekahgus sei:vaga: cikat bakal mekanisme
universal HAM, tampaimya aadempaal
olen r_r}_e_kamsme _I_o%ai Eropa dan ‘Amerika.
loilah sebabnya orang-orang Eropa dan
Amerik abarpandaman bahwa HAM hanya
dikenal di benua Barat. Pandangan keliru
tersebut harus dijawab dengen menunjukan
mekanisme-mekanisme Jokal vang ada di
Indonesia khususaya Sulawesi Selatan yang
menjunjung tinggi harmt da_rx_martabat
mamisia. " h

Hali-hak asasi manusia yang meliputi
hak sipil (Civil rights), termasuk integrity
rights dan dus process right, hak politik
{political rights), hak sosial skonomi {socio
economic rights), serta cultural rights (hak
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dipimpin oléh ‘seorang negarawan’ yang.

budaya} Kcsemua hak~hak asasi'ini éapat
dijumpai dalam mekanisme lokal Sulawest:
Selatan (hasit rcneiltsm” Ttm HAM Unhas,'

' tanun 2000),

Anch z:,amal Abidin rau.j {1999 1)
antara lzin mcnyatais:an Eahwa, paaa baci

KV OTANg-Orang Sulawesi Selatan, Lemta.ma

Bug]s sudah mengenal apa yang orzmg Erapa
ddn Ameérika sebutt sebagai hak asasi’
Lontarak sejarah Wajo menyatakan bahwa,
kira-kirapada sahun 1476 atau setelah Batara

. W&JO L La Pateddungi To Smaiianglk, )
-dipecat sebagal raia karena telah melakukan
_perbuatan Sewenaug- vve:nang tf:r

rakyat, maka. orang-orang Waﬁ}"' an'n

berasal dari Saxiong, Bone, 'nenﬁaﬂaiaan'
pz:rjara_;ian nemesm‘iahan i ‘i«.ampunv
Lana}éenpam disepakaii bersama untok
mf-rumuskan lebik lanjut makna adz gxu"m'
orang-orang Wajo wang berbunyi: “re ialen'g
tampukmupi namaradeks to Wojo’e’ " {masih
dalam kandunga:l snun.y't, orang Wa jO te]ah
merdeka), “Adapun - isl pcrjanjsan
pcme;miahan di Lapakéf:ppak antara lain
pemilik kermjaan falzh séluruh rakyas
merdeka, baik golongan bangsawan, maupun
golongan merdeka (1o maradela), dan vang
diperiuan jalah buken raie, tetapi hukum
adat berdasarkan képutusan bersama {adek
assifurusenna arungnge na pabbanuae)
" Seorang negarawan vang berasal dari
Bone adalah La Tiringeng To Tabak bergelar
Arung Sac Tanre (Andi Zainal Abidin Farid,
1995:222), menguralkan hak-hak sosial
manusia erang Wajo, yang disebut adek
ammaradekangenna to Wajo' (hak-hak
kemerdekaan atau kebebasan orang Wajo)
metiputi : tidak boleh dilarang mengelvarkan
peadapat; fidak boieh dilarang bepergian;
wajib menjaga tingkeh laku. agar tidak
melanggar hak-hak orang lain; sidak boleh
menyalahgunakan hak-hak mereka. Tersebut-
iah Arung Matowa Wajo IV {Ketua Dewan
Raia-Raja), La Tadamparek Poang 1 Mapgala-



tung, iyang:; memermtah dar: tahun 1481 -
sampai tehun: 3523 m\,nyempumakan halke .
hal: kemerde}-aaﬁ areng Wajo, meliputi:- hak .-
' a(harta benda orang Wajo -
_ lel 1rampas) mereka tidak baleh -
' ditangkap kateli tidak terbukti melakukan. .
kejahatan; mereka tidak boleh dshukumkﬁlau-_- :
“tidak 1crbukn melakukan kqahamn dan tidak |

mempunva: s:esalaha-; barang-ba:aﬂg dan

orang-orang, _,!ang ada di dalarn rumahnya o

=~ iidak boleh éxtanakap atau dirampas kalau
7 tidak sekongkol atan sidak seniat ‘dengan .

- crangvangmeiakukan kejahaian Smpavang- o
_mcnggai: dubang. dlaiah 'yang: harus

" mengisinya tidak boleh orang lain; Méreka

. tidak:saling merampas. barang. tanpa .. .

. i{epumszﬂ pangadilan adat, fidak saling .
menanami sawah atan kebun dan tidak saling - .
memfiinah.dalam hal terjadi pencurian. .
Konsepsi tersebut diatas dalam mekanisme - |
universal dikenal sebagal due process rights,
sebagai bahagzan ciar; hak-hak sq:u! (cml

rights).; - -
Dalam mekamsme umvcrsal HAM
dapat.dikelompok sebagai berikut ;
i. Hal sipil {civil rights) yang terdiri atas
&} integrity rights, meliputi
- rights to life;
- > 0o death penalty;
- Tlo torture; .
~-noslavery; -
- dreedom of residence;
- freedom of movement;
- rightio leave any country, retum;
- .protection of privacy, honour and
.. fepliation;
- proteciion of property;
- freedom ofthought, concience and
religion;
- - right t seek asylum from persecution;
- right to nationality;
- - right to family life,
b} Due Process Rights, melipati -
- poarbirary arvest, detention or exile;
- figat to effective remedy;
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o= o Tightio fafr trial;

- -_equaht} before the COLTLS; .
=1 ight 10 the accused; -

- 'nuilap{}emsme k:ge i
: Hak palsttL (pohtzcal rights)terdiri atas: ..
ay: .opmxonanci expressmn, TS
b}, a.ssembly and association;

Cc}  take pan iR govemment;

d).-equal accessto pub!zc service;
¢ ‘eleci and be elected. . TR 5
3. ..:Socmeconomu: nghts (Ha sosial .
ekonomi) meliputizie: e i T L
: --i-rlght o work; i ey

- equal:pay for. cquai work

- .-no forced labour;:

- trade unjon; : A

=" organize and mI bargammg, % W

- restand leisure; B 5

~ . adequate standard of hvmg

- - right te food; -

- - rightto health,

-« right to housing;

- right to education.

4. Cultural rights, meliputi :

- . take parlin cultural life;

- . 1o benefit from scientific progress;

~ - protection of authorship and copy

- - freedom i scientific research and

creative activity.

Selain pengelompakkan HAM seperti
tersebut diatas dikenal juga right o self de-
termination; women’s rights; nen discrimi-
nation; protection of children; protection
of minorities, yang merupakan kelompok
classical rights, serta generasi baru dari
HAM yaitu © hak membangun, hak infor-
masi serta hak lingkungan hidup,

Uraian HAM berdasarkan instrumen
internasional (universal) seperti tersebut
diatas, juga dapat dijumpai dalam budaya
Sulawesi -Selatan, berikut ini dikutip
beberapa contoh budaya Sulawesi Selatan
vang dapat dijadikan bukii bahwa penghar-
gaan terhadap harkat dan martabat manusia

)




~ yang disecbut HAM telah lama ‘dikenal i
L Sulawesi Sel atan. (Hasil pcnel;tn«.rz TIM
“Advokasi HAM Universit Hasanuddm
tahun 2000) spbaahz %}mkut

Rightiaiifethak uniuh h;duga} Konsep

Budaya SulawesiiSélazan imeniamin hak
“hidup setiap masyarakat. bahkan rajatidak
boleh makan sebelum timbul dajam pikiran-
 nya bahwa sejuruh.yakyatnya telah makan.
Idaksudnya negara tidak han_w. meRjamin

- halchidup warga ncgam tetapi vang lebih
- penting atialah negara mﬁn_]amm éa.w.’.rseéiaan i

" loglsiik bagl SPlu“uh warga negars. Bcb:.rapc
penychab secrang vaja haris barinisiatif
mengundurkan diri dart tthu_lya, diantara-

‘nya adalah jika panen tidak-jadiykemarau
berkepanjanpan;-dan }ﬂma scrta perzyakzt
mewabah dalam negerd.

Ho Death Penalty *’uaa&. ada hukﬁman
mati). Budaya Sulawesi-Selatan tidak
mengenal hukuman mati, ‘bahkan konsep
budaya mensgashan larangen ‘membunub
seperil, jangan membunuh binatang jika dia
tidak mengganggumi, Jangan menebang
ponon jika tidak akan enghau gunaken.
Bahkan-di Tang Towa, Bululumba, tidak
diperbolehkan mencbang pohon di hutan
adat tanpa persetujuan Dewan Hadat, Kalau
binatang dan pohon tidak boleh-dibunuh
tanps aiasan, maka apatah lagi vang
namanya manusiz. Hakum Pidana Adat
Sulawesi Selatan tidak mengenal hukuman

gantung atau hukuman mati; hukum terberat
adalah hukam Pali {pembuangan atau -

pengasingan, istitah ini dikenal mulai pada
jaman kolonizlisme Belanda). Dikenal juga
istilah “ripacpangi tana” {dianggap telah
meninggal), sehingga terhukum biasanya
meninggaikan negerl iny, iz diperkenankan
kembali ke negeri asal jika ia telah
membuktikan prestasi baiknya di negeri
rantac, sehingga kembalinya ke negeri asaj
diharapkan akan dapal memperbaiki negert,
namun menurut adat ada orang testentu yang
sah untuk dibunuh. antara Tain adalah : ke-
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risnya’ tercabut’ dalam warangkanya'
(disengaja atau tidak) ketika meng,”laciap raja,

. mcnggauh perma;surx raja, ‘herbuat c:abnl dl-ﬁ'-

Istana dengan’ perempuan siapa'saja.
sejelan dengan Konszp universal }mm yzmg"- .
pada:dasarnyz. menaakemedas: hukuman
mati: baga ‘mercka yang’ men.mn Aturan
mcmana harus dijaivhi hukuman mat e

“NoSlavery {larangan perbud;ﬁcan) 3o
Fnendrzn memnasukkan budak: sebagax-'-:'
!apisan kctxga daiam stranf'ka_s:-

' Sﬁ_j&.l'c.h bahvva di: Suiawesz Sei&taji permah

diberlakuican sistem pc{buda can s ialans
pendapat kedua tokoh-ini diterima, aka -
J1uga berdasarkan falda sejarah tanpa bahwa
sistem perbudakan yvang pernah berlaku di
Sulawesi Selatan tidak berdasarkan kontrak
kerja yengdinilai dengan gaji. Pada jaman
Kerjasn di Sulawesi-Selatan, budak hatus
rengabdi pada tusnnys; sedangkar si than
harus menjamin kel aﬁgsunnz’n hidup
budaknya, termasuk kebutuhan yumah,
kawin dan melindungi darl ancaman orang
lain, serta memperiakukan budaknaya secara
manusiawi. Ketika Lamaddarammang
menjadi raja di Bone(1613-1644), salah saww
kebijakannya adalah membebaskan budak
kerajean. Tampaknyatidak gampang untuk
mengatakan bahwa Sulawesi Selatan tidak
pernah mengenal sisiem perbudakan.
Misalnya pernvatazn dalam lontara vang
mengatakan: raja dapat dicels oleh adal
karenz wabah penvakit vang menular,
wemarau vang berkepanjangan, panen yang
tidak meniadi, banyalk warganya vang dicuri.
Warga vang dicurt biasanya dgad;ham budak
oleh pencurinya.

No Torture (farangan penyiksaan),
menurut konsep budaya Sulawesi Selatan
bahwa orang vang tidak memperlakukan
secara manusiawi sesamanya manusiz
adalah orang vang tidak menghargal dirinya
sendiri. karena pada hakekatnya manusia



.adnlah satu Membohonvl orang lam tzdak
“adil pada orang lain, culaskepada orang lain,
sadalah perbuatan yang dlceiah oleh adat
“karéna . ‘pada suaiy !\etska dewata -akan
i membalasnyayang lebih pedi lagi, o
< Freedom.ofresidence; budaya Sulawesx

' Scl_at_an_ mengakomodasikan kebebasan
untuk-menentukan tempat tinggal, bahkan

menurut konsep. budaya mengajarkan jika

: orang Bone yang datang ke Gowa, maka
_perlakukanlah dia sebagai: :orang Gowa,

‘demikianiuga: sebahknya Tidak ada tanah . -

yangpamah dijanjikan untuktempat kubar,

- dapat_ d:analog:kan bahwa juga tidak ada
“tanah.yang:petnah dijanjikan ‘untuk

. ‘bertempat tinggal - Karena itu, orang dapat.

bermukim .di mana saja selama tidak
melanggar aturan adai, termasuk dalam
areal -istana. -Demikian juga dengan
kebebasan untuk bergerak {freedom of
movement), bahwa dalam bidang ekonomi
semua orang diberiken kebebasan berusaha,
Kerajaan hanya berhak menarik pajak.
Dalam bidang politik, setiap bangsawan
mempunyal kebebasan mempengaruhi
massa dan kebebasan berbeda pandangan
politik dengan raja yang berkuasa, Demikian
Jjuga sebaliknya setiap individu (masyarakat
kebanyakan) mempunyai kebebasan
memilih pertuanan (bangsawan). Protection
of property, bahwa penguasa harus
menghargai dan melindungi hak rakyat.
Bahwa budaya Sulawesi Selatan
mengajarkan, jangan mengambil kayu yang
disandarkan jika bukan engkau vang
menyandarkannya. Pemyataan ini disam-
paikan oleh pgjabat kepada masyarakat agar
tahu tentang haknya dan vang hukan
haknya. Lebih dari itu masyarakat
mengatakan kepada raja, enghau kami angkat
menjadi raja karai, tetapi engian tidak boleh
mengambil telur dalam kandang ayam kami.
Pernyataan ini bukan hanya diucapkan oleh
wakil rakyat ketika pengangkatan
‘Temanurung menjadi raja pertama, tetapi
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- selalu diucapkan setiap pelantikan raja bara.
Disini juga terixdndung makna ‘bahwa
_ -kebebasan -
' berb;cara,memmhagamasnﬁamcaceksmesa-- S

masyarakat. mempunyai .

kannyza,"hal ‘ini:dapat dilihat ‘aplikasinya -
pada kegiazan vang disebut, tadang Sipulung -

atau fudang ‘Ade-sebagai ‘institusi formal
-dalam memhlcar&kan berhagai aspek’’
kemasyarakatan, ‘sehingga putusan ‘yang .
menjadi ‘output institusi+ini Jjuga bersifar
formal dan merupakan putusan tetap. Syarat
-sahnya’ keberlangsungan tndang sipulung -
atau tudang Ade adalah antara lain: semua
peserta’ musyawarah yang telah ditetapkan -

dalam aturan adat harus hadir (boleh diwalili

atas-persetuivan yang-bersangkutanis—

pimpinan musyawarah {juga ditetapkan
menurut adat) berkewajiban meminta
pendapat kepada sctiap peseria, setiap
peserta - berkewajiban - menvatakan
pendapatnya walaupun pendapatnya im
sama dengan peserta lainnya (tidak
menyatakan pendapat berarti melanggar
etika), ridak setuju terhadap putusan
musyawarah sebaiknva dinyatakan secara
langsung. Ketidak setujuan juga dapat
dinyatakan dalam bentuk meninggalkan
lempat musyawerah sebelum musyawarah
berakhir, tanpa meninggalkan pesan
persetujuan atas segala putusan yang
ditetapkan. Jika hal ini rerjadi. maka peserta
vang bersangkutan dianggap melanggar etika,
Salah satu syarat untuk ikuat dalam
musyawarah tudang Ade adalah orang vang
dianggap tefah dewasa, dan salah sai syarat
untuk dianggap telah dewasa adalah orang
yang telah menikah. Walaupun seseerang
cukup berusia tetapi belum menikah, dalam
musyawarah untuk membicarakan hal
penting dia belum diikutkan karena dianggap
belum dewnsa. Setiap pemuda selalu
disarankan bzhwa “kalau mau tahe pahit-
manisnya kehidupan™ atau “kalau anda ingin
berpikiran dewasa, maka segeraiah menikah/
beristeri”. Pernyataan ini membuktikan hah-




- wa lembaga keluarga bukan hanya menjadi

kebutuhan .setiap orang dan disarankan
) -k_f:p_ad_a-_se_tiap._arang,g tetapi sekaligus
mengisyaratkan beban tanggung jawab yang
harus dilakoni setiap orang yang telah
berkeluarga: Hal ini berarti bahwa budaya
- Sulawesi Selatan juga mengakomodir apa
vang.disebut “right to family lifedalam
instrumen universal. Mengenai kebebasan
beragama dan kebebasan mengekspresikan
agama yang dianut dapat dirgjuk pada fakta
sejazah. Pada abad ke-16 Raja Siang dantaja
' 'Suppa memhh menganul.agama Krisien
- yang dibawa oleh misionaris Portugis, dan
twda,k_r_z maksakan kepada rakyatnya yang
- masil -setia- kepada kepercayaan Jelubur.
Demikian jugn ketika kerajasn Gowa belum
menerima Islam, khususnya pada masa
kekuasaan Raja Gowa X, Tumaparisi
Hatlona, orang-orang melayu yang beragama
isiam diberi perkampungan dan kebebasan
rmendirikan mesjid di kampung Mangalleka-
na. Kepercayaan Toani-Telotong di Sidrap
adalah suatu bentuk elspresi kepercayaan
tradisional vang masih hidup sampai
sekarang. Kepercayaan Patuntung di Tana
Towa, Bulukumnbs, juga adalah kepercayaan
tradisional, bahkan “dipelihara” oleh
perneriniah setampat sebagal objek wisata,
Pembauran aniara agama dengan kepercaya-
an tradisionzl seris aliran-aliran yang
berkembang dalam suatu agama tampaknya
tidak pernah menjadi masalah di Sulawesi
Selatan,

Right 1o leave any country and Return,
fakta sejorah Sulawesi Selatan membultikan
bahwa setiap kerajaan membuka dird untuk
menerima kehadiran orang vang berasal dart
kerajaan lainnya. Bahkan kehadiran
Tomanurung sehagai cikal-bakal pembentuk
kerajaan di Sulawesi Selatan selalu
dipandang sebagai orang vang berasal dari
luar kerajaan yang bersangkutan.

Protection of privacy, honour and repu-
tation, perlindungan terhadap kebebasan
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pribadi, nama baik dan prestasi, juga
diakomodasi datam budaya masyarakat
Sulawesi Selatan. Siri’ adalah salah satu inti
kebudayaan Sulawesi Selatan, Secara
hirarkis, siri® dapat dikategorikan. dé}am
jenjang sirt’ pribafh siri’ seisi rusnah, giri’
keluarga, siri’ negara. Kesemua ini bermuara
kepada penghargsan manusia sebagas; ciptaan
Tuban yang paling mulia. Orang Sulawesi
Selatan sangat menghargai siri’, karena
rapuhnya integrasi sosial baik dalarn rumzh

 tangga, dalam kebidupan berbengsa, maupun

Reh;dupan bemegara, bermula daﬂ iarganw-
gunya siri’.

- Awal terbemuknya pcrs#kutuan kaum
di Sulawesi Selatan bermula dari-keadaan
chaos (sianre bale tave), saling bunuh
membunuh karena ketiadaan pemimpin.
Dalam suasana seperti itulah ditemukan
gavkang (Makassar) atau gaukeng {Bugis)
berupa benda aneh yang dianggap sebagai
vang mewakili dewa untuk memerintah
dibumi. Gaukang sebagai benda mati tentu
tidak dapat berbuat apa-apa, karena itu
penemunyalal yang dikedepankan menjadi
pemimpin kaum. Karena Gaukang ditemu-
kan di banyak tempat, schingga persekutaan
kaum pun terbentuk dibanyak tempat pula.
Belum diternukan data yang meagungkapkan
bahwa ada paksaan dari pimpinan kaum
terhadap rakyat unfuk mengidentifikasikan
dirinya kedalam satu persckutuan kaum
tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa justru ada kebebasan setiap warga
untuk memilih persekuiuan kaum yang
sesuai dengan aspirasinya, Sekedar catatan,
bahwa setiap warga pasti memilih safah satu
persatuan kaum, karena kalau tidak jiwanya
terancam dari konflik antar persekutuan
kaum yang kemudian berkembang hingga
terbentuknya kerajaan (gabungan dari
beberapa persekutuan kaum). Bahken
seteiah kerajaan terbentuk, konflik antara
kerajaan pun tidak pernah sepi sepanjang
sejarah Sulawesi Selatan. Pada jaman kera-




jaan’ setlap warga W&jlb ‘memperiahankan
keutuhan bangsanya, tctapz tidak musti

loval secara buta kepada raja yang berkuasa.

I uga dxkenal apa yang dlsebut dangan right
to“seekasylum” from . persecution,
aplikasinya adalah jika'scorang ‘buron
melemparkan walaupun hanya topinya ke

datam’ pekamngan rumah seorang pejabat,’

termasuk imam dan orang yang disegani di
kampung tersebut, maka sipengejar harus
menghentikan pengejarannya, karena dengan
. demlklan si buroz otomatis telah berada di
“bawah p{:r!maunnan pejabat "yang
: bersangkutan dan pe_;abat yang bcrsangkut-
an wajib melindungi si buron hmgga prosss

-hukumpya selesai.-Buron yang melarikan -

diri-ke ‘kerajaan lain berhak mendapat
perlindungan dari kerajaan yang bersangkui-
an. Penyiksaan secara fisik terhadap
tersanglea atau terdakwa baru dikenal pada
Jjaman kolonial Belandz dan khususnya pada
masa pendudukan Jepang. Sebelum i jika
pelanggarannya dianggap berat, ‘maka
tersangka atau terdakwa yang belum
mendapat putusan hukum tetap dari penga-
dilan biasanya menjadi abdi bagi pejabat
tertenin. Demikian juga dalam menjalani
masa hukuman, si terhukum biasanya
reenjadi abdi kerajaan atau menjadi abdi bagi
pejabat yang ditanjuk oleh pengadilan, dan
pejabat yang bersangkutan wajib menjamin
kelayakan hidup dan keselamatan jiwa si
terhukim hingga akhir masa hukumannya.

Hak Asasi Manusia dalam bidang
proses peradifan juga diakomodir dalam
budaya Sulawesi Selatan seperti @ no
arbiiray amrest, detention or exile. Budaya
Sulawesi Selatan mengaiarkan bahwa
periksa seteliti mungkin apzkah benar
suruhan “pabbicara” (jaksa atau hakim)
yang datang memanggiimu, Demilkian juga
jaksa atau hakim selalu menyarankan
kepada suruhannya, “jangan beritahukan
kepada seorang bahwa dia saya pangeil kalau
seseorang itu sedang makan atau marah, ber-
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laku sopantah dalam menyampalkan berita
{pemanggzlan} Pernyataan ini mengindika-
sikan bahwa: tidak -ada penculikan atau.

penangkapan secara paksa kepada tersangka,

Tidak ada tindakan pcngasmgan/pembu-'
angan atau hukum * ‘ripaopangi tana” yang
sewenang-wenang, karena puusan hukum
demikian biasanya melalui musyawarah
Drewan Hadat. Hak lain vang juga dilamin
dalam budaya Sutawesi Selatan vaitu : hak
untuk mendapatkan peradilan yang tidaj
memihak, yang dalam insirumen universal

disebut “right to fair trial”; bahwa syarat~ . .

syarat ‘seorang pquiC&_{n {jaksa atau
hakim) antara Iain : iidak boleh menerima

sogokan, mendengarkan kesaksian dari

kedua belah pihak yang bersengketa,
merjadikan “bicara” dan “rapang” sebagai
referensi dalam mengadili suatu perkara,
teguh pada ade dan tahu seluk betuk “wari”,
tidak boleh membuat putusan vang berke-
koatan hukum tetap pade saai ia sedang
marah atau pada sagl ia sedang lapar, semua
putusan disandarkan pada dewata.
Termasuk terdakwa berhak mendapat
pembelaan, “pabbicara” dalam mengadili
suatu perkara tidak boleh memperbedakan
status sosial yang disandang oleh terdakwa.
Bahkan budava Sulawest Selatan juga
mengakomodasi hak yang disebut “nutia
poena sine lege™ yaity, tidak ada perbuatan
dapat dihukum tanpa undang-undang vang
mengaturnya. Hal i dibuktikan bahwa
referensi utama seorang “pabbicara” dalam
memutuskan suatu perkara adalah “bicara”
(undang-undang) dan “rapang” (perumpa-
rnaan dan yurisprodensi). Yurisprodensi atan
penemuan hukum dapat dilakukar oleh
seorang “pabbicara” jika mengadili suatu
perkara yang belum jelas diatur dalam
“bicara”, tetapi perbuatan pelanggar hukum
yang diadili ite diangpap selah mengganggn
harmonisasi dan keteriiban adat.

Tulisan berikut ini tidak akan kembali
memperdebatkan batasan-batasan mengenai



‘HAM sebagaimana yang dikemukakan oleh

para ahli, sebab sudah terdapat kesepakatan .

.. moral dan prinsip tentang hakekat HAM,
vang tetap menjadi.bahan perdebatan adalah
ruang Jingkup, justifikesi, prioritas.dan
pelaksanaznnya. Mengenat ruang lingkup
-atzu batasan, beberapa teoritisi HAM,
menyaiakan seharusnyaHAM. hanya
dibatasj pada halk-hak petlitik dan sipi (po-.
-liticzland eivil rights). (Maurice Cranston,
1988} -Scmentara ity aca pula yang

berpendapat-bahwa HAM juga harus.

" mencakup hak-hak ekonomi. Demikian pula
masih menjadi pertanyaan manakah yang
hams diprioritasken dalam ‘keadaan vang

konflikiual-antara hak pelitik-dan-hak-

ckonomi. Kesulitan lain adalah keunikan
sistem .budayza, sosial dan sistem poiitik.
Banvak negara vang mengklaim adanya
perbedaan konseptual HAM di negars Bamt
dan negam lainnya. Terlepas dari perbedaan
tersebut fenomens vang dikenal sebagai
HAM tidak hanya berkaiian dengan
perlindungan individu dalam melaksanakan
nelaicsanaan “otoritas negara™ atau pemerin-
tah-dalam bidang-bidang tertentu, tetapi
juga mengarah kepada penciptaan kondisi
ruasyarakat vang kondusif uniuk mengem-
bangkan potensi individu. Dalam kerangka
iulah negara berkewajiban menyiapkan
instrumen yang responsii dan kondusii
untuk aktualisasi HAM. :
Jack Doneily (1990), bahwa HAM itu
metekat pada kodrat manusia sendiri, oleh
karena itu, iandasan HAM adalsh ;
a.  Landasan yang langsung dan pertama
adalah “Kodrat Manusia”. Pengertian kodrat
manusia disinl bukan manusia sebagai
manusia yang dipandang secara abstrak
lepas dari kuliwr, alam semesta, sang
pencipta, melainkan manuasia sebagai
manusia dalam segala dimensinya, dalam
relasinya dengan Tuhan, masyarakat, alam
linglungan, manusia vang terpanggil untuk
mempergunakan atam semesta, mengembang-
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kan dzr;nya mencapai kcscmpumaannya
sesuai harkat martabatnya. - -
b. . Landasan kedua dan yang lebih adalam
Tuhan mencipiakan manusia yang m_engher_tu
daki supaya manusia yang diciptakanNya
iu mencapai kesempurnaannya. - e
~HAM sebagai hak yang melekat, pada
kodrat manusia, yang berarti hak-hak yang
lahir-bersama eksistensi manusia -dan
merupakan konsekuensi hakiki dari kodrat-
nya, maka sifatnya universal. Marthin Kriele
dalam prasaran Konggreis IV R Ziir
Universalitzit der Mensenrechien, Gé_ﬂi_t_igen
{1991 : 51) bahwa menentang universalisas
HAM, berarti menentang HAM itu sendiri.
Barang siapa berpendirian bahwa HAM jtu
hanya berlaku dengan syarat-syarat terienin,
hanya dengan premis-premis metafisika
Barat atau Teologi Kristiani, atau hanya
dalam masyarakat individualis, pada
dasarnya tidak berbicara tentang HAM,
mielainkan tentang hak-hak orang Eropa atau
Amerika, hak-hal orang Kristiani, orang
kulit putih atayn halk-hak para warga negara
demnokrasi barat. 1)1 mana ada manusia disite
ada HAM, dan hak-hak itu harus dihargai
serta dijunjung tinggl. Dengan denukian
HAM iw tidak tergantung dari pengakuan
oleh orang lain, oleh masyarakat atau negara.
Untuk mencegal pelanggaran sekaligus
schagai sarana penegakkannya, merupakan
leharusan untuk meicgitimast dalam hukum
konstitusi {(undang-undang dasar negara).
ltufals sebabnya pemikiran temtang HAM
tidak bisa lepas dar: upaya perfumbuhan
negara konstitusional, Pemikiran tersebut
mengarak pada upaya mencari titik temu
antara dua pola, ialah tentang kekuasaan
negara yang cenderung untuk melegitimasi-
kan dirinya dan fidak mau ditandingi dengan
kekuasaan yang lain dari satu pihak, dan
dilain pihak ialah tensang hak dan kebebasan
individu yang senantiasa berkeinginan untak
memperoleh pemuasan yang seluas-luasnya
dengan berlindung kepada right of self deter-



bahkzm unmk kepmtzngzm psnegMnya

HE. PENEGAKAN HAM, S

?emaiaaman serta’ axspptas teriaadao

o konscp umversah*as HAM, sangat menen-
-_--iukan mkap dan tmdakan penguasa dalam
;_menegakan HAM ity ‘Akseptasi- temadap

-.konse umversahtas danat mge]onakarx.

-__.a. unnersahzas absoluz adaiah paham

b umversahtas reiatx

yang manoanggap bahwa m_]ukan hak asasi: -
: nstr' men—mstmmen'_'_

mzemasmnai

] pemahamannya terhadap konsep universali-

tas'hak asasi, memangmerujuk kcpada
instrumen intemasional . tetap juga mengakut
instramen-instrumen domestik:”

e pamkuiansme absolus, ‘adalah méreka

yang:beranggapan bahwa ‘masing-masing

‘negara mempunyai konsp sendiri-sendiri

tentang hak asasi manusia dan tidak perlu
terikat dengan instrumen internasional; " -
d. partikularisme relatif, adalah mereka
yang mengakui bahwa masing-masing nagara
mempunyai konsep sendiri-sendiri teptang
hak asasi ‘manusia, telapt tetap mengakui
bahwa instrumen’ mtemasxona] hams tetap
dmerhat:kan '

Nampaknva dalam: mekanisme no?nnk
pemerintah Indonesia menempatkan din
pada kelompok pariikularisme relatif,
MNamun dalam aplikasinya vang lebih
dominan dipraktekkan adalah paham
partikularisme absolut. Indikator paham ini
adalah penguasa dalam mengartikulasikan
HAM, hak asasi berbubungan secara timbal
batik dengan kewajiban asasi. Sehingza
pemerintah menempatkan dinl atau mem-
fungsikan dirinya sebagat “regulator of hu-
man rights”. Konsekuensinya adalah
pemerintzh berznggapan bahwa hak asasi
manusia ity adakah hak yang diberikan oleh

¥ keiompok yarag.. .
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-~ human rights®,

'pcmerzntah kepada warga m.gafa Dlsxm
tidak dlbedmkan antara"“Mensenrechien ™
{hiak asasi manusia) dcngau Grondrechien™

-~ {hak ‘dasar). “Mensenrechten™ yaiiu @ fak
iyang’ dlgjcrmeh Gleh szsasmng karena ia dija-
“hirkan® scbaga; manusia, jadi: sumbﬁmyﬁ :

ada alt ‘Tihar ‘dan s.:fatnya adalal univer- -

ksl sedanakan ‘Gr orzdrec}:ren adalah hak
'yang d;peroleh oleh: ss:secrang Rarena i

menjadi warga negara dasi ‘suatu negara, .

~Sumbernya negara dan sifatnya ‘adalah -
- “doniestik, (DF: Scheliéns: Mens ¢ ‘e
““Mensenrechien; 1983) Dari pemahaman'
- ‘yang keiim inilah p\.mcrmtah ‘Indonesia

menganggap dmnya sebagax ‘regulator Gf

menyebabkan ‘pelanggaran:HAM oleh
pemerintah (aparat), baik berupa - Violance
by action, violance by emzssum seria _;uncal/
legislative violange, -

PeIangzaran HAM, terutama vmlance
by action dan violance by omission tcg;ach
di selunih pelosok tanah air, termasuk di
Sulawesi Selatan.

Pada awal tahun 1987 di Ujung Pandang
(Makassar) terjadi unjuk rasa secara besar-
besaran. Mahasiswa mengadakan unjuk rasa
sebagal ungkapan protes keras terhadap
kebijakan helemisasi. Pelaku unjuk rasa
ditembaki, dimasukkan secara paksa ke
dalam ruangan-ruangan sempit di markas
KODIM Ujung Pandang (kini Makassar).
Penangkapan dilakukan diluar batas-batas
hukum  (KUHAP)Y, Anggota Militer
menangkap para penguijuk rasa dengan cara
vang sangat tidak manusiawi {merendahkan
harkat dan martabat manusia). Sebagai akibat
dari kebrutalan Militer beberapa orang
korban meninggal dunia, banyak yang
mengalami patzh tulang iga, gipi rontok,
rabek kulis muka, geger otak (hasil wawan-
cara penuli dengan pengurus Senat Mahasis-
wa Fakultas Isipol Univ. “45” Makassar,
dilengkapi dengan investigasi penulis di
lapangan pada tahun 1987).

paham-ini‘jugalah yang - -



Sk chcrutalan Milltﬁl’ mcn_;ad:kan
o Makassa:berdamhpadaawail 87, teruiang

*+.kembali:pada hari Rabu tangga] 124 April -
1996, berawal dari Surat Keputusan Waliko-
L -tamadya Ujung Pandang: Malik B. Masri,

- feniang kenaikan tarif, angkutan kota (paie- _

" pte/mikrolet). dari: ‘Rp. 300.- men;ad:

"_Rp 5(}0 unilzi& pmumpang umum Suatu.

panu __;:aang Lmum, phlqm dan Mahas:swa

tarif tetap. dlsamakan, yaltu }auh dekat
Rp.500.-, o0

Kenyaiaan te;ssbu{ dxatas dlSlkap; oich
Mahasiswa, berupa !'persuasive approach”,
hail kepada lembaga legistatif maupun pada
lcmbaga eksekutif, namun tidak mendapat
respon yang positif, bahkan sebaliknya
mereks mendapat perlakuan yang tidak
senonch dari aparat.eksekutif - Akhimya
Mahasiswa melakukan unjuk rasa/
dem@nstrasx P
deakan unjuk rsa yang d;ialmkan oteh

Mahasiswa, khususnya dari Universitas
Musliny Indonesia {UMI) dan Universitas
457 Makassar, disikapi oleh Militer
dengan tindakan kekerasan. Petugas
keamanan anti huru-hara dari kesatuan
Poltabes dan Armed menyerbu Kampus
Ukl dengan menggunakan mobil panser,
menembak, menyemprotkan gas air mata,
merusak lebth dari seratus keadaraan roda
dua, satu kendaraan roda empat yang
diparkir di halaman kampus, memecahkan
kaca gedung Fakultas Ekonomi, Pertanian,
memasuki Laboratorium Mekanika Teknik
serta memukull, meayeret Mahasiswa
keluar kampus. Selenjutnya diangkut ke
Kodim 1408 Makassar. Situasi Kampus Uni-
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varsﬂ:as“ﬁ”tsdak kalah seramnya- ) Mil
~-menembakkan. gas:air mata ke arah
pengunjuk rasa, serta menyerbu Mahas wa

masuk kampus Plntu kampus yang sengé;a

.d:tuiup diserobot:secara paksa, memukl.i
_ ;menendang, mmgmjak-mja}c s"tlap Maha-

~.siswa yang ditemukan. Satpam, cleaning
- :service, bahkan bcberapa orang staf azimma—
" trasi turut dianiaya, Serangan itu membuat
-Mahasiswa kalmgkabut Masmg-masmg
‘Mahasiswa berusaha meloloskan di
- kepungan petugas, adayang loncat ke sunpa
:.berscmbunyi di-ats plafon ruang kuliah,
ada; yang bersembl.snyl di lubang udara lama;
.sebelas Mereka yang tidak sempat menye-
. Iasnar!qan diri ditangkap oleh aparat Militer,

d:pukuk ds:ngzm PODOT ssn_;ata, rotan, balok-

balok, ditendang kemudian dunjakqn;ak
Setanjutnya dalam keadaan tidak berdaya

mereka diseret ke hialaman depan kampus.
Sasaran lain dari Militer adalah mengobrak-
abrik. sepeda motor yang diparkir-dalam
kampus. :pintu dan kaca fpang _;l_c_i.z_liah
dihancurkan termasuk -laboratorium serta
heberapa sekretariat lembaga kemahasiswa-
an diobrak-abrik, Hampir seluruh kaca dan
pintu ruang tunggu gedung I dan I hancur.
Ruang staf administrasi, ruang Dekan
Fakultas Hukum dan Ekonomi mengalami
kerugakan akibat didobrak petugas Militer,
mereka menggeledah kampus. Mahasiswa
yang berlindung/bersembunyi di ruang KSR-
PMI (Korps Sukarela Palang Merah Indo-
nesia} disergap. Bendera PMI vang sengaja
dikibarkan di depan pinte markas KSR.PMI
dirobohkan, diinjak-injak, memaksa
Mahasiswa untuk mengosongkan ruangan
KER-PML.-Pembantaian terus dilakukan,
Mahasiswa yang dikeluarkan secara paksa
dari ruang KSR-PMI dipuku! dan ditendang
termasuk Mahasiswa yang sudah cedera
dan sementara dirawat. Banyak Mahasiswa
vang bersimbah darak, namun penganiayaan
semakin sadis. Di depan pintu gerbang
kampus, mereka dikumpul dan ditendang



turun:ke parit.yang kedalamannya kurang
debih 2 meter: Dalam keadaan tidak berdaya
dipaksa merayap seinuh kurang lebih 100
meter, serta dikardik dengan ucapan “GPK,
PEI. Kondisi-Mahasiswa vang .ielah
dibantai sangat memprihatinkan, selanjui-
nyamereka dibuang ke atas mo_bil_ truk untuk
diangkut ke markas Kodin 1408 Makassar,
Dalam perjalanan mereka masih dianiaya
serta . diancam untuk tidak buka mulut
tentang perlakuan yang mereka dapat dari

“ Militer, {pernantavan penutis di lokasi seria
peﬂgakalan : korban . Yang -:----penulis
wawancarai).;

?endcsknpszan kasus~kasus Lersebut di
atassebagai bukti bahwa pelaksanaan aturan
vang menjamin HAM masih jauh dari apa
vang diharapkan. Masih banyak kasus/
tindakan militer yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari yang
melanggar HAM dan tidak diproses secara
hukum, seperti halnya dengan kasus yang
diuraikan diatas,

Convention againts Torture and Cther
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, Resolusi PBR 39/46. Tahun
1984, telah diratifikasi oleh pemerintah In-
donesia dengan Undang-Undang Mo, 5 tahun
1999, konsekuensinya bahwa pelanggaran
HAM yang diiakukan oleh Militer sepenti
tersebut di atas, di samping melanggar
aturap-aturan domestik, juga melanggar dan
harus dipertanggung jawabkan secara
internasionzl. Sernoga instrumen fersebut
dapat menjadi rern bagi militer untuk tidak
lagi menjadikan dirinya atau tidak bersedia
iagl dijadikan alat bagi penguasa uniuk
mengamankan segala kebijaksanafnnya.
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